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Abstract. Stunting remains a major public health problem in Indonesia, requiring E-Government-based innovations to 

improve the effectiveness of child nutritional status monitoring. This study aims to analyze the implementation of E-

Government through the Lapor Klunting application in supporting the early detection of child nutritional status at 

Posyandu in Magersari Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency. This study employed a qualitative descriptive 

approach using George C. Edward III's policy implementation theory, which consists of four dimensions: 

communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through observation, in-

depth interviews, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and 

Saldaña. The findings indicate that the implementation of the Lapor Klunting application has been carried out 

reasonably well. The communication dimension was supported by effective socialization, technical guidance, and 

coordination, although real-time reporting has not been fully implemented. The resources dimension was supported 

by healthcare personnel, Posyandu cadres, and information technology facilities; however, limitations remain in 

cadres' digital competencies and the availability of supporting facilities. The disposition dimension reflected the 

implementers' commitment and positive attitude toward the application, while the bureaucratic structure dimension 

was supported by clear Standard Operating Procedures (SOPs), task distribution, and coordination mechanisms. The 

implementation of Lapor Klunting has improved the speed, accuracy, and integration of child nutritional status 

reporting, thereby supporting the early detection of children at risk of malnutrition and stunting. This study 

recommends strengthening cadres' digital capacity, improving digital infrastructure, and optimizing real-time 

reporting to enhance the effectiveness of E-Government implementation in accelerating stunting reduction. 

Keywords - E-Government; Lapor Klunting; Policy Implementation; Posyandu; Stunting. 

Abstrak. Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga diperlukan inovasi 

berbasis E-Government untuk meningkatkan efektivitas pemantauan status gizi balita. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis implementasi E-Government melalui aplikasi Lapor Klunting dalam mendukung deteksi dini status gizi 

balita di Posyandu Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berjalan cukup baik. Aspek 

komunikasi didukung oleh sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi yang efektif, meskipun pelaporan secara real 

time belum sepenuhnya terlaksana. Aspek sumber daya didukung oleh tenaga kesehatan, kader Posyandu, serta sarana 

teknologi informasi, namun masih terdapat keterbatasan kompetensi digital kader dan pemerataan sarana pendukung. 

Aspek disposisi menunjukkan komitmen dan sikap positif pelaksana terhadap penggunaan aplikasi, sedangkan aspek 

struktur birokrasi didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi 

yang jelas. Implementasi Lapor Klunting mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan integrasi pelaporan status 

gizi balita sehingga mendukung deteksi dini balita berisiko gizi buruk dan stunting. Penelitian ini merekomendasikan 

peningkatan kapasitas digital kader, penguatan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi pelaporan secara real time 

untuk meningkatkan efektivitas implementasi E-Government dalam mendukung percepatan penurunan stunting. m. 

Kata Kunci: E-Government; Lapor Klunting; Implementasi Kebijakan; Posyandu; Stunting. 

I. PENDAHULUAN  

Pemantauan pertumbuhan balita merupakan pelayanan dasar yang penting dalam upaya pencegahan stunting. 

Pelayanan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 sebagai bagian dari Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Namun, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Anak-anak adalah 

aset masa depan sebuah negara. Sebagai penerus bangsa, kesejahteraan anak-anak harus menjadi fokus dalam 

pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas[1]. Peran orang tua dan pengasuh sangat vital dalam 
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menciptakan generasi anak yang sehat [2]. Pemenuhan gizi dan vaksinasi adalah langkah awal yang krusial dalam 

menciptakan kesehatan bagi anak-anak [3, 4]. Walaupun begitu, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperbaiki 

kesehatan anak-anak. Dengan diadakannya peringatan Hari Anak Nasional, pemerintah berusaha untuk meningkatkan 

kepedulian masyarakat tentang perlindungan anak di Indonesia agar mereka dapat berkembang menjadi generasi 

penerus yang optimal, termasuk dalam menyediakan dukungan gizi dan vaksinasi [5]. Upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk memenuhi gizi sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dilakukan melalui sosialisasi tentang 

pola hidup sehat dengan gizi seimbang yang juga mencakup pentingnya berolahraga secara teratur dan mendapatkan 

istirahat yang cukup terutama untuk anak-anak [6].  

Pemerintah telah memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 

2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini menjadi landasan pelaksanaan program secara terintegrasi 

dengan mengamanatkan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, 

serta pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting sesuai dengan kewenangan 

masing-masing. Implementasi kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui berbagai regulasi dan kebijakan di 

tingkat daerah, termasuk pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), penyusunan pedoman teknis, 

serta penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, keberhasilan percepatan penurunan stunting tidak hanya 

bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan sinergi antarpemangku 

kepentingan di tingkat daerah.  

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara Indonesia adalah kekurangan gizi terutama masalah pendek 

(stunting) dan kurus (wasting) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil [7]. 

Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan 

kekurangan gizi pada balita termasuk stunting. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Permasalahan percepatan perbaikan 

gizi masyarakat diprioritaskan pada percepatan pencegahan stunting dengan target penurunan prevalensi stunting 

menjadi 14% dan wasting 7% di tahun 2024 [8]. Balita dengan masalah gizi dapat dilacak ketika balita mengakses 

fasilitas kesehatan. Selain itu, balita dengan masalah gizi dapat dideteksi lebih cepat melalui posyandu oleh kader 

dengan melaporkan hasil penimbangan dan penngukuran ke Puskesmas [9]. Berdasarkan hasil penilaian kinerja 

Puskesmas tahun 2021, terdapat 2 indikator kinerja program pelayanan gizi belum mencapai target yaitu tingkat 

partisipasi masyarakat (D/S) untuk balita yang ditimbang sebesar 66,6% dari target 70% (kesenjangan sebanyak 

3,6%). Sedangkan tingkat keberhasilan program (N/D) sebesar 76,9% dari target 82% (kesenjangan 5,1%). Hal 

tersebut disebabkan antara lain hasil penimbangan di wilayah posyandu Magersari belum terekap semua, sarana 

antropometri di posyandu belum terstandar, pencatatan pelaporan dilakukan secara manual dan berjenjang sehingga 

membutuhkan waktu yang relatif lama [10]. 

Percepatan perbaikan gizi Masyarakat diprioritaskan pada percepatan pencegahan stunting dengan target 

penurunan prevalensi stunting menjadi 14% dan wasting 7% di tahun 2024. Transformasi digital dalam pemerintahan 

bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan 

pemerintahan. Implementasi E-government dan kerangka kerja Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 

memiliki peranan penting dalam tranformasi layanan publik di Indonesia, termasuk dalam mengatasi isu kesehatan 

penting seperti percepatan penurunan angka stunting.  

Di tingkat kabupaten ada kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo pemanfaatan inovasi 

digital tertentu, salah satunya lewat alat pelaporan seperti Aplikasi Lapor Klunting serta integrasinya dengan sistem 

nasional menjadi ujung tombak penanganan gizi buruk secara komprehensif. Salah satu wilayah administratife di 

Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Desa/Kelurahan Magersari melakukan pengembangan aplikasi yang menunjang 

penurunan percepatan stunting dengan melihat status gizi secara riel time. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah 

administrasi posyandu magersari dalam mengetahui kondisi status balita secara riel time. Tujuan aplikasi ini adalah 

mengembangkan laporan posyandu di Era Digitalisasi menggunakan. Meningkatkan capaian partisipasi masyarakat 

(D/S) sehingga dapat menginterpretasikan status pertumbuhan balita (Naik/Tidak Naik). Mempercepat proses deteksi 

dini balita dengan masalah gizi (Underweight, Stunting, dan Wasting) untuk dilakukan intervensi oleh petugas. 

Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemberian makan/diet anak berdasarkan kebutuhan gizi disesuaikan 

dengan masalah gizinya. Cara kerja aplikasi lapor klunting dimulai dari kader menginput hasil penimbangan dan 

pengukuran masing-masing posyandu di aplikasi spreadsheets hingga pelacakan dan intervensi balita stunting maupun 

masalah gizi lainnya melalui kegiatan kunjungan lapangan oleh petugas atau rujukan posyandu ke Puskesmas Sidoarjo 

[11], [12], [13]. 

Keunggulan aplikasi klunting Pencatatan dan pelaporan partisipasi masyarakat (D/S) untuk balita yang ditimbang 

dan balita yang ditimbang naik berat badannya (N/D) dilakukan oleh kader menggunakan aplikasi spreadsheet yang 

dapat digunakan baik di handphone maupun komputer. Pelaporan dilakukan secara langsung segera setelah kegiatan 

posyandu dilaksanakan. Petugas kesehatan dapat langsung melakukan deteksi dini balita dengan masalah gizi 

(undereight, stunting dan wasting). Intervensi berupa kunjungan lapangan maupun rujukan posyandu ke Puskesmas 

Sidoarjo dapat segera dilakukan. 
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Tabel 1. Rekapitulasi balita di Posyandu Kelurahan Magersari 

 

Tahun Jumlah Balita Gizi Buruk Persentase 

2022 588 35 5,95% 

2023 1.098 49 4,46% 

2024 818 7 0,86% 

 

Sumber: Aplikasi Lapor Klunting, (Diolah Peneliti, 2026) 

 

Berdasarkan Tabel 1, jumlah balita dengan gizi buruk di Kelurahan Magersari mengalami penurunan dari 35 

balita (5,95%) pada tahun 2022 menjadi 7 balita (0,86%) pada tahun 2024. Meskipun demikian, data tersebut masih 

menunjukkan adanya balita yang mengalami gizi buruk sehingga upaya pencegahan dan penanganan belum 

sepenuhnya optimal. Terdapat dua permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini. Pertama, masih 

ditemukannya kasus gizi buruk menunjukkan bahwa program pencegahan dan penanganan gizi belum mampu 

menghilangkan kasus secara menyeluruh. Kedua, proses pemantauan pertumbuhan balita dan pelaporan hasil 

penimbangan di Posyandu belum sepenuhnya dilakukan secara cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga berpotensi 

menghambat deteksi dini balita berisiko gizi buruk. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan implementasi 

sistem pelaporan berbasis digital melalui aplikasi Lapor Klunting guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih 

efektif dalam upaya penurunan gizi buruk di Kelurahan Magersari. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program pencegahan dan penurunan 

stunting sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, koordinasi lintas sektor, kapasitas sumber daya manusia, 

serta partisipasi masyarakat. Penelitian Yani et al. (2023) menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, tenaga 

kesehatan, kader, dan masyarakat melalui sosialisasi yang efektif merupakan faktor penting dalam keberhasilan 

implementasi program pencegahan stunting. Nusantara et al. (2023) menemukan bahwa penguatan komunikasi dua 

arah, peningkatan kapasitas kader Posyandu, dan sinergi antarinstansi menjadi faktor utama dalam meningkatkan 

efektivitas program pencegahan stunting. Selanjutnya, Putri et al. (2023) menyimpulkan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan penurunan stunting didukung oleh struktur birokrasi yang baik, koordinasi kelembagaan, serta 

komunikasi kebijakan yang konsisten. Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa 

komitmen pemerintah, integrasi lintas sektor, pemanfaatan data, serta pemberdayaan masyarakat merupakan faktor 

penting dalam percepatan penurunan stunting (WHO, 2023; UNICEF, 2023; Kementerian Kesehatan RI, 2023). 

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena berfokus pada implementasi 

program pencegahan stunting di tingkat kelurahan dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik 

untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program di lokasi penelitian. 

Pada Kelurahan Magersari menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kondisi implementasi program 

pencegahan stunting dengan kondisi ideal sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan George C. 

Edward III. Dari aspek komunikasi, pelaporan hasil penimbangan balita dari Posyandu ke Puskesmas masih dilakukan 

secara manual sehingga informasi mengenai balita berisiko stunting tidak dapat diterima secara cepat. Dari aspek 

sumber daya manusia, kemampuan kader Posyandu dalam melakukan deteksi dini dan pelaporan masih belum optimal 

sehingga memerlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Sementara itu, dari aspek sarana 

dan prasarana, masih ditemukan keterbatasan alat antropometri yang belum terstandar serta sistem pencatatan dan 

pelaporan yang belum terdigitalisasi, sehingga proses rekapitulasi data berlangsung lambat. Kondisi tersebut 

menunjukkan adanya kesenjangan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan 

implementasi program stunting ditentukan oleh komunikasi yang efektif, sumber daya manusia yang kompeten, serta 

sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis 

implementasi program pencegahan stunting di Kelurahan Magersari berdasarkan indikator implementasi kebijakan 

George C. Edward III. 

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menyatakan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai kerangka analisis 

untuk menilai implementasi E-Government melalui aplikasi Lapor Klunting dalam mendukung program pencegahan 

dan penurunan stunting di Posyandu. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi E-Government melalui 

Lapor Klunting dalam penanganan stunting di Posyandu Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten 

Sidoarjo. 
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II. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena bertujuan memahami secara mendalam 

proses implementasi E-Government melalui aplikasi Lapor Klunting berbasis Google Spreadsheet dalam mendukung 

deteksi dini status gizi balita, sehingga mampu menggambarkan kondisi empiris, interaksi antaraktor, serta berbagai 

faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian dilaksanakan di Posyandu Kelurahan Magersari, 

Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, karena wilayah ini merupakan lokasi penerapan inovasi Lapor Klunting 

dan masih ditemukan permasalahan dalam pemantauan status gizi balita sehingga relevan untuk dikaji. Fokus 

penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi sebagai indikator untuk menganalisis implementasi aplikasi Lapor Klunting. Sumber 

data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan serta data sekunder yang 

berasal dari Profil Gizi Puskesmas Sidoarjo, laporan Posyandu, Standar Operasional Prosedur (SOP) Lapor Klunting, 

peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya [14]. Informan ditentukan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka 

memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi program. Informan penelitian 

terdiri atas dr. Erwin Berthaningrum selaku Kepala Puskesmas Sidoarjo, Rani Juwita Rahmawati selaku Koordinator 

Gizi sekaligus Penanggung Jawab Inovasi Lapor Klunting, Endah Mumpuni selaku Nutrisionis/Petugas Gizi 

Puskesmas, Sila selaku Koordinator Kader Posyandu, dan Merie selaku Kader Posyandu. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi untuk mengamati proses penimbangan balita, penggunaan aplikasi, dan pelaporan data di 

Posyandu, wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai implementasi program berdasarkan 

pengalaman informan, serta dokumentasi untuk melengkapi data melalui laporan program, data status gizi, foto 

kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan 

membandingkan informasi dari berbagai informan dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Analisis data menggunakan 

model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi pengumpulan data (data collection) untuk menghimpun 

seluruh informasi penelitian, kondensasi data (data condensation) melalui proses seleksi, penyederhanaan, 

pengelompokan, dan pemfokusan data sesuai indikator penelitian, penyajian data (data display) dalam bentuk uraian 

naratif, tabel, dan kutipan wawancara agar memudahkan interpretasi, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi 

(conclusion drawing/verification) yang dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi temuan dengan 

data empiris dan menjawab tujuan penelitian [15]. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi E-Government melalui Lapor Klunting dalam menurunkan Angka Stunting pada Posyandu di 

Kelurahan Magersari. Penelitian ini dalam menganalisis menggunakan teori Implementasi kebijakan George Edward 

pendekatan yang digunakan ada 4 (empat) variabel yaitu : 

 

A. Komunikasi (comunication) 

Komunikasi adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi cara kebijakan publik dijalankan, komunikasi 

sangat menentukan apakah tujuan dari kebijakan publik tersebut dapat dicapai dengan baik atau tidak. Menurut George 

C. Edward III (1980), komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan 

karena berkaitan dengan bagaimana informasi, tujuan, serta prosedur kebijakan disampaikan kepada para pelaksana. 

Komunikasi yang efektif akan menciptakan kesamaan pemahaman di antara implementor sehingga pelaksanaan 

kebijakan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut George C. Edward III (1980), transmisi merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, dan 

kebijakan dari pembuat kebijakan kepada para pelaksana. Transmisi yang efektif ditandai dengan tersampaikannya 

informasi secara tepat, lengkap, dan berjenjang sehingga seluruh pelaksana memahami tugas serta prosedur 

pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, penyampaian informasi yang kurang efektif dapat menimbulkan kesalahan 

pemahaman dan menghambat implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi 

mengenai implementasi aplikasi Lapor Klunting dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo kepada Puskesmas Sidoarjo, kemudian diteruskan kepada bidan penanggung jawab wilayah dan 

kader Posyandu melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan penggunaan aplikasi. 
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Hal tersebut disampaikan oleh Rani Juwita Rahmawati, A.Md.Gz selaku Koordinator Gizi sekaligus Penanggung 

Jawab Inovasi Lapor Klunting Puskesmas Sidoarjo, sebagai berikut: 

"Sebelum aplikasi Lapor Klunting digunakan, seluruh kader Posyandu diberikan sosialisasi 

dan pelatihan mengenai tata cara penggunaan aplikasi. Informasi disampaikan secara berjenjang 

mulai dari Dinas Kesehatan, kemudian diteruskan oleh Puskesmas kepada kader agar pelaporan 

dapat dilakukan secara digital." 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Merie selaku Kader Posyandu Kelurahan Magersari, yang menyampaikan: 

"Kami mengikuti sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi. Setelah mendapatkan 

penjelasan, kami mulai menginput hasil penimbangan balita ke aplikasi Lapor Klunting setiap 

selesai kegiatan Posyandu." 

   
 

Gambar 1. Sosialisasi Lapor Klunting 

Sumber: Data Primer, 2026 

  

Gambar 1 menggambarkan kegiatan Puskesmas Sidoarjo sebagai upaya memberikan pemahaman kepada kader 

Posyandu mengenai prosedur penggunaan aplikasi, mekanisme pelaporan digital, serta tata cara penginputan data hasil 

penimbangan balita. Melalui kegiatan tersebut, kader memperoleh pendampingan secara langsung sehingga memiliki 

pemahaman yang sama mengenai proses pelaporan menggunakan aplikasi Lapor Klunting. Hasil observasi juga 

menunjukkan bahwa setelah mengikuti sosialisasi, kader Posyandu telah mampu melakukan penginputan data hasil 

penimbangan balita ke dalam aplikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, Profil Gizi Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2022 menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting merupakan bagian dari inovasi digital 

dalam sistem pelaporan gizi yang bertujuan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi data status gizi 

balita.Hadirnya sosialisasi, kader Posyandu telah mampu melakukan penginputan data hasil penimbangan balita ke 

dalam aplikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, Profil Gizi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 

menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting merupakan bagian dari inovasi digital dalam sistem 

pelaporan gizi yang bertujuan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi data status gizi balita. 

Implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berlangsung melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur dan 

berjenjang. Sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan yang dilakukan oleh Puskesmas mampu meningkatkan 

pemahaman kader mengenai penggunaan aplikasi sehingga proses pelaporan digital dapat dilaksanakan dengan lebih 

baik. Meskipun demikian, pada beberapa Posyandu masih ditemukan kebiasaan melakukan pencatatan secara manual 

sebelum data diinput ke dalam aplikasi sehingga penyampaian informasi belum sepenuhnya berlangsung secara real 

time. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yani et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan 

implementasi program pencegahan stunting sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan sosialisasi yang efektif antara 

pemerintah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Nusantara 

et al. (2023) yang menyatakan bahwa penguatan komunikasi dua arah serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor 

penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi program pencegahan stunting. Selain itu, Putri dan Suprayoga 

(2023) menjelaskan bahwa kejelasan transmisi informasi, koordinasi kelembagaan, dan komunikasi kebijakan yang 

konsisten menjadi unsur utama keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting di tingkat kecamatan. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa komunikasi yang 

ditransmisikan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi berjenjang merupakan prasyarat penting dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan. 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi transmisi dalam implementasi aplikasi 

Lapor Klunting telah berjalan dengan baik melalui penyampaian informasi secara berjenjang, kegiatan sosialisasi, 

bimbingan teknis, dan pendampingan kepada kader Posyandu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang 

dibangun telah mampu mendukung implementasi kebijakan sesuai dengan konsep George C. Edward III, meskipun 

optimalisasi pelaporan secara langsung melalui aplikasi masih perlu terus ditingkatkan agar seluruh proses pelaporan 

dapat berlangsung secara lebih cepat dan real time. 

 

 

Kejelasan 

George C. Edward III menjelaskan bahwa kejelasan (clarity) merupakan tingkat pemahaman pelaksana 

terhadap isi kebijakan, tujuan program, prosedur pelaksanaan, dan pembagian tugas. Informasi yang disampaikan 

secara jelas akan mengurangi terjadinya multitafsir sehingga setiap pelaksana mampu melaksanakan kebijakan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

Keberadaan petunjuk teknis tersebut menunjukkan bahwa prosedur penggunaan aplikasi telah disusun secara 

sistematis dan mudah dipahami oleh seluruh pelaksana. Panduan tersebut menjelaskan tahapan penggunaan aplikasi 

mulai dari pemilihan sheet Posyandu, pengisian identitas balita, pencatatan hasil pengukuran antropometri, hingga 

penyimpanan data secara digital. Dengan adanya pedoman tertulis tersebut, seluruh kader memiliki acuan yang sama 

dalam melaksanakan pelaporan sehingga dapat mengurangi perbedaan interpretasi dalam penggunaan aplikasi. 

Temuan dokumentasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rani Juwita Rahmawati, A.Md.Gz selaku 

Koordinator Gizi sekaligus Penanggung Jawab Inovasi Lapor Klunting Puskesmas Sidoarjo, yang menyatakan: 

"Tujuan dibuatnya aplikasi Lapor Klunting adalah agar laporan hasil penimbangan 

balita tidak lagi terlambat. Kader dapat langsung menginput data setelah pelayanan 

Posyandu selesai sehingga kami dapat mengetahui secara cepat jumlah balita yang 

mengalami stunting maupun gizi buruk tanpa harus menunggu rekapitulasi manual.” 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan implementasi aplikasi telah dipahami secara baik oleh 

pelaksana, yaitu untuk mendigitalisasi pelaporan Posyandu sehingga data status gizi balita dapat diperoleh secara lebih 

cepat, akurat, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan Posyandu, kader juga mampu mengikuti 

tahapan penggunaan aplikasi sesuai petunjuk teknis, mulai dari memilih sheet Posyandu, mengisi identitas balita, 

hingga menginput hasil pengukuran antropometri setelah pelayanan selesai. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian 

antara pedoman operasional, pelaksanaan di lapangan, dan pemahaman pelaksana terhadap tujuan program. Informasi 

mengenai tujuan, prosedur, serta mekanisme penggunaan aplikasi Lapor Klunting telah dikomunikasikan secara jelas 

kepada seluruh pelaksana. Meskipun demikian, penelitian masih menemukan beberapa kendala teknis, seperti 

kebiasaan sebagian kader melakukan pencatatan secara manual sebelum menginput data ke dalam aplikasi serta 

kemampuan penggunaan aplikasi yang belum sepenuhnya merata. Kendala tersebut lebih bersifat teknis operasional 

dan tidak menunjukkan adanya perbedaan pemahaman terhadap tujuan maupun prosedur implementasi kebijakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Petunjuk Teknis Penggunaan Google Spreadsheet Lapor Klunting Berdasarkan Posyandu 

Sumber: Data Primer, 2026 

 

 

13

57

68

Page 15 of 27 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3627076559

Page 15 of 27 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3627076559



Page | 7 

 

Copyright © Author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or 

reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this 

journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does  not comply with these terms. 

Gambar 2 menunjukkan petunjuk teknis penggunaan Aplikasi Lapor Klunting berbasis Google Spreadsheet yang 

menjadi pedoman operasional bagi kader Posyandu dalam melakukan pelaporan status gizi balita. Pada petunjuk 

teknis tersebut, setiap Posyandu memiliki sheet tersendiri sesuai wilayah kerjanya sehingga kader diwajibkan memilih 

sheet yang sesuai sebelum melakukan penginputan data hasil penimbangan. Pengelompokan data berdasarkan masing-

masing Posyandu bertujuan mempermudah proses pencatatan, meminimalkan kesalahan pengisian data, serta 

mempercepat proses verifikasi oleh petugas gizi Puskesmas. 

. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Suprayoga (2023) yang menyatakan bahwa 

kejelasan komunikasi kebijakan merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi program penurunan 

stunting. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Yani et al. (2023) yang menjelaskan bahwa sosialisasi dan 

penyampaian prosedur yang jelas mampu meningkatkan pemahaman pelaksana dalam menjalankan kebijakan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi kejelasan (clarity) dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting 

telah terpenuhi dengan baik karena didukung oleh adanya petunjuk teknis tertulis, sosialisasi, serta pemahaman yang 

sama di antara para pelaksana mengenai tujuan dan mekanisme penggunaan aplikasi. Namun demikian, peningkatan 

kapasitas kader melalui pelatihan yang berkelanjutan tetap diperlukan agar kemampuan penggunaan aplikasi semakin 

merata dan implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih optimal. 

Konsistensi 

 Menurut George C. Edward III (1980), konsistensi merupakan kesesuaian penyampaian informasi dan 

pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan sehingga instruksi yang diterima oleh pelaksana tidak berubah-ubah. 

Konsistensi diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara stabil, terarah, dan mampu mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Setiap selesai kegiatan Posyandu, kader secara rutin menerima informasi melalui grup WhatsApp sebagai 

acuan untuk melakukan penginputan data hasil penimbangan ke dalam aplikasi Lapor Klunting. Pola komunikasi yang 

dilakukan secara berulang dan menggunakan media yang sama memudahkan koordinasi antara kader Posyandu, bidan 

penanggung jawab wilayah, petugas gizi Puskesmas, hingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut 

sejalan dengan hasil wawancara bersama dr. Erwin Berthaningrum selaku Kepala Puskesmas Sidoarjo, yang 

menyatakan: 

“Pengumpulan data melalui aplikasi Lapor Klunting memungkinkan petugas mengetahui 

status gizi balita secara dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Namun demikian, 

cakupan balita yang datang ke Posyandu masih perlu ditingkatkan melalui dukungan lintas sektor, 

serta setiap Posyandu harus didukung dengan alat antropometri yang memadai agar data yang 

dihasilkan tetap akurat." 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Puskesmas Sidoarjo berkomitmen menjaga konsistensi implementasi 

aplikasi Lapor Klunting melalui pelaksanaan pelaporan secara rutin setiap bulan, mekanisme verifikasi data yang 

berjenjang, serta koordinasi yang berkesinambungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil 

observasi, data hasil penimbangan balita secara berkala diverifikasi oleh petugas gizi Puskesmas sebelum diteruskan 

kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar pemantauan status gizi balita dan pelaksanaan intervensi 

dini terhadap balita yang berisiko mengalami stunting. Komunikasi antara Puskesmas Sidoarjo, Pemerintah Kelurahan 

Magersari, bidan penanggung jawab wilayah, dan kader Posyandu telah berlangsung secara konsisten melalui 

koordinasi rutin, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pemanfaatan grup WhatsApp sebagai media penyampaian 

informasi. Meskipun demikian, penelitian masih menemukan beberapa kendala pada tahap implementasi, yaitu 

sebagian kader masih melakukan pencatatan hasil penimbangan secara manual sebelum menginput data ke dalam 

aplikasi. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelaporan belum sepenuhnya berlangsung secara real time, sehingga 

penyampaian informasi mengenai balita berisiko stunting dan tindak lanjut intervensinya memerlukan waktu yang 

lebih lama. 

 

 

Gambar 3 memperlihatkan grup WhatsApp "Tutorial Form Penimbangan" yang digunakan oleh Puskesmas 

Sidoarjo sebagai media komunikasi untuk mendistribusikan tautan Google Form Lapor Klunting kepada seluruh 

kelurahan di wilayah kerjanya, termasuk Kelurahan Magersari. Melalui grup tersebut, setiap kader Posyandu 

memperoleh tautan pelaporan yang sama pada setiap periode pelaksanaan Posyandu. Penggunaan media komunikasi 

yang tetap dan berkelanjutan menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian informasi, instruksi, serta akses terhadap 

sistem pelaporan dilakukan secara konsisten sehingga seluruh pelaksana menggunakan prosedur yang seragam dalam 

pelaporan status gizi balita. 
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Gambar 3. Grup WhatsApp "Tutorial Form Penimbangan" sebagai Media Penyampaian Tautan Google 

Form Lapor Klunting 

                                                            Sumber: Data Primer, 2026 

 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa koordinasi 

lintas sektor yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan faktor penting dalam menjaga efektivitas implementasi 

program pencegahan stunting. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Putri dan Suprayoga (2023) yang 

menjelaskan bahwa konsistensi komunikasi, koordinasi kelembagaan, serta mekanisme pelaporan yang dilakukan 

secara terus-menerus menjadi faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dimensi konsistensi dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting di 

Kelurahan Magersari telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya mekanisme komunikasi yang 

berkelanjutan melalui grup WhatsApp, pelaporan rutin setiap bulan, proses verifikasi data secara berjenjang, serta 

koordinasi yang terus dilakukan antara kader Posyandu, Puskesmas Sidoarjo, dan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sidoarjo. Namun demikian, optimalisasi penggunaan aplikasi secara langsung pada saat kegiatan Posyandu, 

peningkatan partisipasi masyarakat, serta penyediaan sarana pendukung masih diperlukan agar implementasi aplikasi 

Lapor Klunting dapat berlangsung secara lebih konsisten, efektif, dan sesuai dengan konsep George C. Edward III 

mengenai pentingnya konsistensi dalam implementasi kebijakan publik. 

 

 

B. Sumber Daya (resource) 

Sumber Daya Manusia (SDM) 

Menurut George C. Edward III (1980), sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menentukan 

keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tidak hanya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, tetapi 

juga kompetensi, kewenangan, fasilitas, serta dukungan yang diperlukan agar kebijakan dapat dilaksanakan secara 

efektif. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rani Juwita Rahmawati, A.Md.Gz selaku Koordinator 

Gizi sekaligus Penanggung Jawab Inovasi Lapor Klunting Puskesmas Sidoarjo, yang menyampaikan: 

"Kader Posyandu sebelum menggunakan aplikasi Lapor Klunting diberikan sosialisasi dan 

pendampingan terlebih dahulu. Mereka dilatih cara menginput data hasil penimbangan sehingga 

dapat mengetahui status gizi balita dengan lebih cepat." 
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Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sila selaku Koordinator Kader Posyandu Kelurahan Magersari, yang 

menjelaskan: 

"Setiap Posyandu memiliki kader administrasi yang bertugas memasukkan hasil penimbangan 

ke aplikasi. Kalau ada kader yang mengalami kesulitan, kami dampingi sampai bisa 

mengoperasikan aplikasi." 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi Lapor Klunting tidak hanya 

ditentukan oleh jumlah kader yang tersedia, tetapi juga oleh kompetensi yang dibangun melalui sosialisasi, pelatihan, 

dan pendampingan secara berkelanjutan. Pembagian tugas antara kader pelayanan, kader administrasi, bidan 

wilayah, serta petugas gizi Puskesmas menciptakan mekanisme kerja yang jelas sehingga proses pencatatan, 

verifikasi, dan pelaporan data dapat berjalan secara sistematis. Pelaksanaan kegiatan Posyandu. Berdasarkan 

observasi, kader telah melaksanakan tugas sesuai pembagian perannya masing-masing, mulai dari melakukan 

penimbangan dan pengukuran antropometri, mencatat hasil pemeriksaan, hingga menginput data ke dalam aplikasi 

Lapor Klunting. Apabila terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi, kader memperoleh pendampingan dari 

koordinator kader maupun petugas gizi Puskesmas sehingga proses pelaporan tetap dapat diselesaikan sesuai 

prosedur. 

 

 

Dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting, sumber daya manusia terdiri atas Kepala Puskesmas, Koordinator 

Gizi, nutrisionis, bidan penanggung jawab wilayah, koordinator kader, serta kader Posyandu sebagai pelaksana utama 

di lapangan. Berdasarkan data Puskesmas Sidoarjo, Kelurahan Magersari memiliki 12 Posyandu dengan jumlah 85 

kader Posyandu, sebagaimana disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Posyandu dan Jumlah Kader Posyandu 

NO POSYANDU KELURAHAN MAGERSARI JUMLAH KADER 

1 POSYANDU 1 7 KADER 

2 POSYANDU 2 8 KADER 

3 POSYANDU 3 7 KADER 

4 POSYANDU 4 9 KADER 

5 POSYANDU 5 8 KADER 

6 POSYANDU 6 7 KADER 

7 POSYANDU 7 7 KADER 

8 POSYANDU 8 5 KADER 

9 POSYANDU 9 7 KADER 

10 POSYANDU 10 6 KADER 

11 POSYANDU 11 7 KADER 

12 POSYANDU 12 7 KADER 

Sumber data : Data Kader wilayah Puskesmas Sidoarjo, (Diolah peneliti, 2026) 

 

 Berdasarkan Tabel 2, jumlah kader pada setiap Posyandu berkisar antara 5 hingga 9 orang. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa secara kuantitas ketersediaan sumber daya manusia telah mencukupi untuk mendukung 

pelaksanaan pelayanan Posyandu, mulai dari penimbangan balita, pengukuran antropometri, pemberian vitamin, 

imunisasi, pemberian makanan tambahan (PMT), hingga pelaporan hasil pemeriksaan melalui aplikasi Lapor 

Klunting. Selain menjalankan pelayanan kesehatan, setiap Posyandu juga menugaskan seorang kader sebagai 

administrator yang bertanggung jawab melakukan penginputan data ke dalam aplikasi berbasis Google Spreadsheet. 

 

Gambar 4 menunjukkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sidoarjo Nomor 440/92/438.5.2.2.1.1/2023 

tentang Tim Inovasi Lapor Klunting. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting 

didukung oleh pembentukan tim pelaksana yang memiliki struktur organisasi, kewenangan, serta pembagian tugas 

yang jelas. Tim tersebut terdiri atas Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab, Koordinator Gizi sebagai 

koordinator program, nutrisionis, bidan penanggung jawab wilayah, serta tenaga kesehatan lainnya yang bertugas 

melakukan pembinaan kader, pendampingan teknis, verifikasi data, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan aplikasi. 

Aplikasi Lapor Klunting telah didukung oleh sumber daya manusia yang tidak hanya memadai dari sisi jumlah, 

tetapi juga memiliki legitimasi kelembagaan melalui pembentukan tim resmi. Dengan adanya Surat Keputusan 

tersebut, setiap pelaksana memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sehingga koordinasi dalam 

pelaksanaan program dapat berlangsung secara lebih efektif. 
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Gambar 4. Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sidoarjo tentang Tim Inovasi Lapor Klunting 

Sumber: Data Primer, 2026 

 

Sumber daya manusia dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting telah terpenuhi dengan baik. Ketersediaan 

kader Posyandu, adanya pembagian tugas yang jelas, pelatihan penggunaan aplikasi, serta dukungan kelembagaan 

melalui pembentukan Tim Inovasi Lapor Klunting menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi 

program. Meskipun demikian, peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan digital secara berkala masih diperlukan 

agar seluruh pelaksana memiliki kompetensi yang merata dalam mengoperasikan aplikasi dan mampu mengikuti 

perkembangan sistem informasi kesehatan berbasis digital. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan 

implementasi program pencegahan stunting dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia dan koordinasi 

antarpelaksana. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Putri dan Suprayoga (2023) yang menjelaskan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, pembagian 

tugas yang jelas, serta dukungan organisasi yang memadai. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat 

teori George C. Edward III (1980) bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki kewenangan 

yang jelas, dan didukung oleh struktur organisasi yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan. 

 

Sarana dan Prasarana 

Menurut George C. Edward III (1980), ketersediaan sarana dan prasarana merupakan bagian dari sumber daya 

yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sarana yang memadai akan 

mendukung pelaksanaan tugas implementor sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting di Kelurahan Magersari didukung oleh berbagai 

sarana dan prasarana, antara lain telepon pintar (smartphone), komputer atau laptop, jaringan internet, aplikasi Google 

Spreadsheet, serta alat antropometri yang digunakan untuk mengukur status gizi balita. Ketersediaan fasilitas tersebut 

memungkinkan kader Posyandu menginput hasil penimbangan secara langsung setelah kegiatan Posyandu selesai 

sehingga data dapat segera diterima oleh petugas gizi Puskesmas untuk diverifikasi dan selanjutnya diintegrasikan ke 

dalam sistem pelaporan e-PPGBM. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Rani Juwita Rahmawati, 

A.Md.Gz selaku Koordinator Gizi sekaligus Penanggung Jawab Inovasi Lapor Klunting Puskesmas Sidoarjo, yang 

menyatakan: 

"Aplikasi dibuat supaya laporan tidak lagi terlambat. Setelah Posyandu selesai, kader 

langsung mengisi laporan sehingga data bisa diterima saat itu juga. Dengan demikian, jumlah 

balita yang mengalami gizi buruk maupun stunting dapat diketahui lebih cepat tanpa harus 

menunggu rekapitulasi manual." 

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan dr. Erwin Berthaningrum selaku Kepala Puskesmas 

Sidoarjo, yang menjelaskan: 

"Pengumpulan data melalui aplikasi Lapor Klunting memungkinkan status gizi balita 

diketahui lebih dini sehingga penanganannya juga dapat dilakukan lebih cepat. Data yang masuk 

menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut terhadap balita yang mengalami stunting maupun 

masalah gizi lainnya." 
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Keberhasilan implementasi aplikasi Lapor Klunting tidak hanya didukung oleh kompetensi sumber daya 

manusia, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Smartphone, komputer atau laptop, 

jaringan internet, Google Spreadsheet, serta alat antropometri menjadi komponen penting yang mendukung kelancaran 

proses pelaporan digital. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa kendala, seperti 

kualitas jaringan internet yang belum stabil di beberapa lokasi Posyandu dan ketersediaan alat antropometri yang 

belum sepenuhnya terstandarisasi. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kecepatan pelaporan maupun akurasi 

hasil pengukuran status gizi balita. 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5. Aplikasi Google Spreatsheed Lapor Klunting kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo 

 Sumber: Data Primer, 2026 

 

 

Gambar 5 menunjukkan tampilan Google Spreadsheet Lapor Klunting yang digunakan sebagai media 

pelaporan digital hasil penimbangan balita di Posyandu Kelurahan Magersari. Berdasarkan hasil observasi, setiap 

Posyandu memiliki kader administrasi yang bertanggung jawab menginput data hasil pengukuran balita secara 

langsung ke dalam aplikasi setelah kegiatan pelayanan selesai. Data tersebut kemudian dipantau oleh koordinator 

kader, diverifikasi oleh petugas gizi Puskesmas, dan menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut terhadap balita yang 

terindikasi mengalami stunting maupun masalah gizi lainnya. Dokumentasi aplikasi tersebut memperlihatkan bahwa 

seluruh proses pelaporan telah memanfaatkan perangkat digital yang terhubung dengan jaringan internet sehingga 

penyampaian data dari Posyandu ke Puskesmas dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan 

dengan sistem pelaporan manual. Selain mempercepat proses rekapitulasi data, penggunaan Google Spreadsheet juga 

memudahkan petugas gizi dalam melakukan pemantauan perkembangan status gizi balita secara real time, sehingga 

keputusan mengenai intervensi dapat dilakukan lebih cepat. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan 

implementasi program pencegahan stunting dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten serta 

dukungan teknologi informasi dalam proses pelaporan. Hasil penelitian ini juga mendukung Putri dan Suprayoga 

(2023) yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting memerlukan dukungan fasilitas yang 

memadai dan sistem informasi yang mampu menghasilkan data secara cepat dan akurat. Selain itu, WHO (2023) dan 

UNICEF (2023) menegaskan bahwa penguatan infrastruktur digital, ketersediaan perangkat pendukung, serta akses 

internet yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pemantauan status gizi balita dan 

percepatan penanganan stunting. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator sarana dan prasarana dalam implementasi 

aplikasi Lapor Klunting di Kelurahan Magersari telah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh tersedianya 

perangkat digital, jaringan internet, aplikasi Google Spreadsheet, dan alat antropometri yang mendukung proses 

pelaporan status gizi balita secara lebih cepat dan akurat. Meskipun demikian, peningkatan kualitas jaringan internet, 

pemerataan ketersediaan alat antropometri yang terstandar, serta pemeliharaan sarana pendukung masih diperlukan 

agar implementasi aplikasi Lapor Klunting dapat berlangsung secara lebih optimal dan berkelanjutan sesuai dengan 

konsep sumber daya (resources) yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980). 

 

C. Sikap (disposision or attitudes) 
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          Respons Pelaksana 

Menurut George C. Edward III (1980), disposisi atau respons pelaksana merupakan kecenderungan 

implementor untuk menerima, mendukung, dan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap tersebut 

tercermin melalui komitmen, tanggung jawab, kejujuran, serta kesediaan pelaksana dalam melaksanakan 

kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin positif sikap pelaksana terhadap suatu kebijakan, 

semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil 

wawancara dengan Sila selaku Koordinator Kader Posyandu Kelurahan Magersari, yang menyampaikan: 

"Kami lebih senang menggunakan aplikasi Lapor Klunting karena lebih cepat dan lebih 

akurat untuk mengetahui status gizi balita di Kelurahan Magersari. Aplikasinya lebih 

sederhana, tetapi memang masih ada beberapa kendala, misalnya tanggal harus dihapus 

terlebih dahulu, rekapitulasi belum sepenuhnya maksimal, dan data balita yang sudah tidak 

aktif masih muncul sehingga kami harus lebih teliti saat menginput data. Namun aplikasi ini 

sangat membantu karena ketika ada permintaan data, misalnya untuk Program Makan Bergizi 

Gratis (MBG), kami dapat langsung mengetahui jumlah balita yang menerima berdasarkan 

nama masing-masing." 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para kader memberikan respons yang positif terhadap 

implementasi aplikasi Lapor Klunting. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis pada sistem, seperti 

pembaruan data yang belum otomatis dan proses input yang masih memerlukan ketelitian, kondisi tersebut 

tidak mengurangi kesediaan kader untuk tetap memanfaatkan aplikasi dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu. 

Sebaliknya, para kader menilai bahwa aplikasi mampu mempercepat pelaporan, memudahkan pencarian data 

balita, serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam berbagai program kesehatan. Para kader 

Posyandu secara konsisten melaksanakan penimbangan, pengukuran antropometri, pencatatan hasil 

pemeriksaan, serta penginputan data ke dalam aplikasi Lapor Klunting sesuai prosedur yang telah ditetapkan. 

Selain menjalankan tugas administrasi, kader juga tetap memberikan edukasi kepada orang tua balita serta 

berkoordinasi dengan bidan penanggung jawab wilayah apabila ditemukan balita yang berisiko mengalami 

stunting. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas meskipun 

implementasi aplikasi masih menghadapi beberapa kendala teknis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 6. Laporan Inovasi Daerah Lapor Klunting Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

Sumber: Data Primer, 2026 

 

Gambar 6 menunjukkan Laporan Inovasi Daerah Lapor Klunting Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang 

menetapkan aplikasi Lapor Klunting sebagai salah satu inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan. Dokumen 

tersebut menjadi bukti bahwa aplikasi Lapor Klunting memperoleh dukungan kelembagaan sebagai inovasi yang 

dikembangkan untuk mempercepat pelaporan hasil penimbangan balita dan mendukung deteksi dini stunting. 

Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi aplikasi tidak hanya diterima pada tingkat organisasi, 

tetapi juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten 

Sidoarjo.  

Respons pelaksana terhadap implementasi aplikasi Lapor Klunting tergolong sangat baik. Pengakuan 

Lapor Klunting sebagai inovasi daerah, didukung oleh sikap positif kader dalam menerima penggunaan 

teknologi digital, menunjukkan adanya kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan komitmen 
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pelaksana di lapangan. Kendala yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis aplikasi sehingga 

tidak memengaruhi kemauan maupun tanggung jawab kader dalam melaksanakan pelaporan status gizi balita. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan Yani et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi 

program pencegahan stunting dipengaruhi oleh komitmen dan partisipasi aktif tenaga kesehatan serta kader 

Posyandu. Penelitian Nusantara et al. (2023) juga menjelaskan bahwa sikap positif pelaksana terhadap inovasi 

pelayanan publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi program. Sementara 

itu, Putri dan Suprayoga (2023) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi 

oleh komitmen implementor dalam menjalankan tugas sesuai prosedur dan kesediaannya untuk mendukung 

kebijakan pemerintah secara berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator respons pelaksana dalam 

implementasi aplikasi Lapor Klunting telah terpenuhi dengan baik. Para kader Posyandu menunjukkan sikap 

menerima, mendukung, dan berkomitmen dalam memanfaatkan aplikasi sebagai media pelaporan digital. 

Dukungan tersebut diperkuat oleh pengakuan Lapor Klunting sebagai inovasi pelayanan publik Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis pada aplikasi, kondisi tersebut tidak 

mengurangi komitmen pelaksana dalam menjalankan tugasnya.  

        Insentif 

Menurut George C. Edward III (1980), pemberian insentif merupakan salah satu strategi untuk menjaga 

motivasi dan komitmen implementor dalam melaksanakan kebijakan. Insentif tidak hanya berbentuk 

penghargaan finansial, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi terhadap beban kerja dan tanggung jawab yang 

diemban oleh pelaksana kebijakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader Posyandu di Kelurahan Magersari menerima honorarium 

sebesar Rp100.000 per bulan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Posyandu, meliputi pelayanan kesehatan 

ibu dan balita, penimbangan dan pengukuran antropometri, penyuluhan kesehatan, pencatatan administrasi, 

hingga penginputan data ke dalam aplikasi Lapor Klunting. Seiring dengan diterapkannya sistem pelaporan 

digital, beban kerja kader juga meningkat karena mereka dituntut memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi 

serta memastikan ketepatan dan kelengkapan data yang diinput. Temuan tersebut diperkuat melalui hasil 

wawancara dengan Ibu Merie selaku Kader Posyandu 10 Kelurahan Magersari, yang menyampaikan: 

"Honor yang kami terima memang tidak besar, tetapi kami tetap menjalankan tugas 

karena ingin membantu masyarakat. Pengisian aplikasi membutuhkan waktu dan 

ketelitian, namun kami tetap berusaha agar data yang masuk benar sehingga balita yang 

membutuhkan penanganan bisa segera diketahui." 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa insentif finansial yang diterima kader belum sepenuhnya 

sebanding dengan tanggung jawab yang harus dijalankan, terutama setelah adanya digitalisasi pelaporan melalui 

aplikasi Lapor Klunting. Meskipun demikian, keterbatasan insentif tidak mengurangi komitmen kader dalam 

melaksanakan pelayanan Posyandu maupun penginputan data secara rutin. Terdapat motivasi pelaksana 

implementasi aplikasi Lapor Klunting lebih banyak dipengaruhi oleh komitmen sosial, rasa tanggung jawab, dan 

kepedulian terhadap kesehatan balita daripada faktor ekonomi semata. Namun demikian, peningkatan insentif 

maupun bentuk penghargaan nonfinansial, seperti pelatihan, sertifikat penghargaan, pemberian apresiasi kepada 

kader berprestasi, serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, tetap diperlukan untuk mempertahankan 

motivasi dan meningkatkan kualitas implementasi program. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi program pencegahan stunting tidak 

hanya dipengaruhi oleh kompetensi kader, tetapi juga oleh dukungan organisasi dan motivasi kerja pelaksana. 

Penelitian Yani et al. (2023) juga menjelaskan bahwa komitmen kader merupakan faktor utama keberhasilan 

program, sedangkan pemberian penghargaan yang memadai mampu meningkatkan semangat serta keberlanjutan 

pelaksanaan program. Selain itu, WHO (2023) menegaskan bahwa tenaga kesehatan dan kader masyarakat 

memerlukan dukungan organisasi, penghargaan, dan motivasi yang memadai agar kualitas pelayanan kesehatan 

ibu dan anak dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

indikator insentif dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting belum sepenuhnya optimal. Walaupun 

honorarium yang diterima kader masih relatif terbatas dibandingkan dengan meningkatnya beban kerja akibat 

digitalisasi pelaporan, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen mereka dalam menjalankan tugas.  

 

D. Struktur Birokrasi (bireucratic structure) 

 Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Menurut George C. Edward III (1980), struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu unsur penting dalam struktur birokrasi adalah Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi seluruh pelaksana kebijakan. SOP yang 

jelas, sistematis, dan dipahami oleh setiap pelaksana akan meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan, 

memperkuat koordinasi antarunit kerja, serta menjamin keseragaman prosedur pelayanan. Hasil penelitian 

2

4

4

5

7

13

14

29

35

39
63

67

Page 22 of 27 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3627076559

Page 22 of 27 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3627076559



14 | Page 

Copyright © Author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or 

reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this 

journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does  not comply with these terms. 

menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting di Puskesmas Sidoarjo telah didukung oleh Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Lapor Klunting Tahun 2023 yang mengatur alur pelaporan status gizi balita secara 

digital. Berdasarkan SOP tersebut, proses pelaporan dimulai dari kader Posyandu yang melakukan penimbangan 

dan pengukuran antropometri balita setiap bulan, kemudian hasil pengukuran diinput ke dalam aplikasi Lapor 

Klunting. Selanjutnya data diverifikasi oleh petugas gizi dan bidan penanggung jawab wilayah di Puskesmas 

sebelum diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar pemantauan status gizi, 

penyusunan program, serta evaluasi penanganan stunting. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan 

Ibu Endah Mumpuni, A.Md.Gz selaku Nutrisionis/Petugas Gizi Puskesmas Sidoarjo, yang menjelaskan: 

"Alur pelaporan melalui Lapor Klunting dimulai dari kader Posyandu yang 

melakukan penimbangan dan pengukuran balita setiap bulan. Data tersebut kemudian 

diinput ke aplikasi, diverifikasi oleh petugas gizi Puskesmas, dan selanjutnya 

diteruskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sebagai dasar penyusunan 

program dan evaluasi penanganan stunting." 

Hasil wawancara tersebut kemudian ditriangulasikan dengan dokumen SOP Lapor Klunting Tahun 2023 

sebagai data sekunder. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan pelaporan telah diatur secara 

sistematis, mulai dari proses pengukuran balita, penginputan data ke aplikasi, mekanisme verifikasi oleh petugas 

gizi Puskesmas, hingga penyampaian data kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. SOP juga mengatur 

pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, sehingga setiap aktor memiliki kewenangan 

yang jelas sesuai fungsi dan perannya dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting. Adanya kesesuaian antara 

prosedur yang tertulis dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi 

aplikasi Lapor Klunting telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman operasional yang ditetapkan. Kejelasan alur 

kerja tersebut mendukung terciptanya koordinasi yang lebih efektif, meminimalkan kesalahan administrasi, 

meningkatkan akurasi data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan dalam upaya percepatan 

penurunan stunting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 7. SOP Lapor Klunting 

        Sumber: Data Primer, 2026 

 

Gambar 7 menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Lapor Klunting Tahun 2023 yang 

menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting telah memiliki prosedur operasional yang jelas dan 

terstruktur. SOP tersebut mengatur tahapan pelaksanaan mulai dari kegiatan penimbangan dan pengukuran 

antropometri balita di Posyandu, pencatatan hasil pemeriksaan, penginputan data ke dalam aplikasi Lapor 

Klunting berbasis Google Spreadsheet oleh kader Posyandu, proses verifikasi data oleh petugas gizi dan bidan 

penanggung jawab wilayah di Puskesmas, hingga pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 

sebagai dasar pemantauan status gizi balita dan pengambilan keputusan program percepatan penurunan stunting. 

Keberadaan SOP tersebut menunjukkan bahwa implementasi Lapor Klunting telah dilaksanakan berdasarkan 

mekanisme kerja yang baku, pembagian tugas yang jelas, serta alur koordinasi yang sistematis antar pelaksana, 

sehingga mampu mendukung ketepatan, akurasi, dan konsistensi pelaporan status gizi balita. Dengan demikian, 
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hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan adanya pelaporan digital secara berjenjang selaras dengan 

ketentuan yang tercantum dalam SOP Lapor Klunting Tahun 2023, sehingga memperkuat bahwa struktur 

birokrasi dalam implementasi aplikasi telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Suprayoga (2023) yang menyatakan bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan penurunan stunting dipengaruhi oleh kejelasan prosedur kerja dan 

koordinasi birokrasi yang baik. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Yani et al. (2023) yang menjelaskan 

bahwa keberadaan SOP yang jelas mampu meningkatkan koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan 

kader Posyandu sehingga pelaksanaan program dapat berlangsung secara lebih efektif dan terstandar. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya pedoman 

operasional yang terdokumentasi, pembagian tugas yang jelas, mekanisme pelaporan dan verifikasi data yang 

sistematis, serta kesesuaian antara prosedur tertulis dengan pelaksanaan di lapangan. Temuan tersebut 

memperkuat teori George C. Edward III (1980) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang didukung oleh 

SOP yang jelas merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan karena mampu 

menciptakan keseragaman prosedur, meningkatkan koordinasi, dan menjamin efektivitas pelaksanaan program. 

 

Fragmentasi 

Menurut George C. Edward III (1980), fragmentasi merupakan pembagian kewenangan dan tanggung jawab 

antarorganisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Fragmentasi yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan 

tumpang tindih kewenangan, memperpanjang rantai birokrasi, dan menghambat koordinasi. Sebaliknya, pembagian 

tugas yang jelas dan koordinasi yang efektif akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting berhasil menyederhanakan 

struktur birokrasi pelaporan status gizi balita. Sebelum adanya aplikasi, proses pelaporan dilakukan secara manual dan 

berjenjang sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Setelah implementasi Lapor Klunting, data hasil 

penimbangan dapat langsung diterima oleh Puskesmas dan diverifikasi sebelum diteruskan kepada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo. Mekanisme tersebut mempercepat proses pelaporan sekaligus mempermudah koordinasi 

antarinstansi. 

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Endah Mumpuni, yang menjelaskan: 

"Melalui Lapor Klunting, data dari Posyandu dapat langsung diterima oleh 

Puskesmas untuk diverifikasi, kemudian diteruskan ke Dinas Kesehatan. Dengan sistem ini, 

proses pelaporan menjadi lebih cepat dan memudahkan kami dalam memantau perkembangan 

status gizi balita di setiap wilayah." 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa aplikasi Lapor Klunting telah mengurangi fragmentasi 

birokrasi melalui pembagian tugas yang jelas antara kader Posyandu, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Kader 

bertanggung jawab melakukan pengukuran dan penginputan data, Puskesmas melaksanakan verifikasi dan 

pengendalian mutu data, sedangkan Dinas Kesehatan memanfaatkan data tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan 

dan evaluasi program. Dengan demikian, setiap tingkatan organisasi memiliki fungsi yang saling melengkapi tanpa 

terjadi tumpang tindih kewenangan. 

 

Gambar 8 mendeksripsikan bahwa struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas Sidoarjo yang menunjukkan 

bahwa implementasi aplikasi Lapor Klunting didukung oleh pembagian tugas dan kewenangan yang jelas pada setiap 

unit organisasi. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Kepala Puskesmas bertindak sebagai penanggung jawab 

utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sedangkan pelaksanaan program gizi berada pada koordinasi unit 

pelayanan kesehatan masyarakat yang membawahi penanggung jawab program gizi, nutrisionis, bidan penanggung 

jawab wilayah, serta kader Posyandu sebagai pelaksana di tingkat lapangan. Setiap unsur memiliki fungsi yang saling 

melengkapi, mulai dari pelaksanaan penimbangan dan pengukuran balita, penginputan data ke dalam aplikasi Lapor 

Klunting, verifikasi data oleh petugas gizi, hingga pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kejelasan 

struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Lapor Klunting telah menerapkan mekanisme 

koordinasi yang terintegrasi dan pembagian kewenangan yang sistematis. Adanya pembagian tugas sesuai dengan 

fungsi masing-masing mampu meminimalkan tumpang tindih kewenangan, mempercepat alur pelaporan, serta 

meningkatkan efektivitas koordinasi antarpelaksana. Dengan demikian, struktur organisasi Puskesmas Sidoarjo 

menjadi bukti bahwa indikator fragmentasi dalam implementasi aplikasi Lapor Klunting telah berjalan dengan baik, 

karena setiap pelaksana memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya dalam mendukung deteksi dini status gizi 

balita dan percepatan penanganan stunting 
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Gambar 8. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Sidoarjo 

Sumber: Data Primer, 2026 

 

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nusantara et al. (2023) yang menyatakan bahwa koordinasi 

lintas sektor dan pembagian tugas yang jelas mampu meningkatkan efektivitas implementasi program pencegahan 

stunting. Hasil penelitian ini juga didukung oleh UNICEF (2023) yang menegaskan bahwa sistem rujukan dan 

koordinasi antarlevel pelayanan kesehatan merupakan faktor penting dalam mempercepat penanganan balita berisiko 

stunting. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa indikator fragmentasi dalam implementasi aplikasi 

Lapor Klunting telah berjalan dengan baik. Pembagian tugas yang jelas, jalur koordinasi yang sederhana, serta 

mekanisme verifikasi data mampu mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat proses pelaporan. Temuan ini 

memperkuat teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa struktur birokrasi yang sederhana dan koordinatif 

akan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan karena setiap pelaksana memahami tugas, fungsi, dan 

kewenangannya masing-masing. 

Implementasi e-government melalui aplikasi Lapor Klunting dalam upaya menurunkan angka stunting di 

Posyandu Kelurahan Magersari telah berjalan dengan baik berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan 

George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, 

informasi mengenai penggunaan aplikasi disampaikan secara berjenjang melalui sosialisasi, bimbingan teknis, 

petunjuk teknis, dan koordinasi rutin sehingga tujuan serta mekanisme pelaporan digital dipahami oleh para pelaksana. 

Dari aspek sumber daya, implementasi didukung oleh ketersediaan kader Posyandu, tenaga kesehatan, pembagian 

tugas yang jelas melalui Surat Keputusan Tim Inovasi Lapor Klunting, serta dukungan sarana teknologi berupa 

smartphone, jaringan internet, Google Spreadsheet, dan alat antropometri. Pada aspek disposisi, kader Posyandu, 

bidan, dan petugas gizi menunjukkan sikap menerima, mendukung, dan berkomitmen dalam menggunakan aplikasi 

meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, implementasi telah 

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme verifikasi data, dan koordinasi lintas kelembagaan yang 

mendukung pelaporan status gizi balita secara lebih cepat, akurat, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian 

ini juga menemukan beberapa tantangan, seperti masih adanya pencatatan manual di beberapa Posyandu, keterbatasan 

kualitas jaringan internet, serta perlunya peningkatan kapasitas digital kader dan standardisasi alat antropometri agar 

implementasi aplikasi dapat berlangsung lebih optimal. 

Novelty penelitian ini terletak pada ditemukannya melalui aplikasi Lapor Klunting yang mengintegrasikan 

kader Posyandu, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan dalam satu alur pelaporan digital menggunakan Google 

Spreadsheet secara real time. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada koordinasi 

program stunting atau sistem informasi kesehatan secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan 
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implementasi e-government di tingkat Posyandu tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan Edward III, tetapi juga oleh integrasi pelaporan digital berbasis 

komunitas yang memungkinkan deteksi dini stunting, percepatan pengambilan keputusan, dan penguatan koordinasi 

lintas tingkat pemerintahan. Model ini menjadi kontribusi konseptual sekaligus praktis dalam pengembangan 

implementasi e-government pada pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput. 

 

VII. SIMPULAN 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi E-Government melalui aplikasi Lapor Klunting dalam 

mendukung deteksi dini status gizi balita di Posyandu Kelurahan Magersari telah berjalan cukup baik berdasarkan 

teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Pada aspek komunikasi, implementasi telah berjalan dengan baik 

melalui sosialisasi, bimbingan teknis, petunjuk teknis, dan koordinasi yang mendukung pemahaman pelaksana, 

meskipun pelaporan secara real time belum sepenuhnya terlaksana karena sebagian kader masih melakukan 

pencatatan secara manual. Pada aspek sumber daya, implementasi didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan, kader 

Posyandu, serta sarana pendukung seperti Google Spreadsheet, jaringan internet, dan alat antropometri, namun masih 

diperlukan peningkatan kompetensi digital kader, pemerataan sarana pendukung, dan standardisasi alat antropometri. 

Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen, sikap positif, dan dukungan terhadap penggunaan 

aplikasi, meskipun pemberian insentif kepada kader masih relatif terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang 

meningkat akibat digitalisasi pelaporan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, implementasi telah didukung 

oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme koordinasi dan verifikasi 

data yang terstruktur sehingga proses pelaporan menjadi lebih efektif. Aplikasi Lapor Klunting mampu meningkatkan 

kecepatan, ketepatan, dan integrasi pelaporan status gizi balita sehingga mendukung deteksi dini balita berisiko gizi 

buruk dan stunting. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas digital kader secara berkelanjutan, penguatan 

infrastruktur teknologi, penyempurnaan fitur aplikasi, serta optimalisasi pelaporan secara real time agar implementasi 

E-Government melalui Lapor Klunting semakin efektif dalam mendukung percepatan pencegahan dan penurunan 

stunting.  
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